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ABSTRAK 

 

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN PASAR TRADISIONAL 

 (Studi di Pasar Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan) 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD BAHAIRUDDIN YUSUF 

  

 

 

 

Pasar Jatimulyo Lampung Selatan yang terletak di Kecamatan Jati Agung merupakan 

Pasar yang popular dikalangan masyarakat Lampung, namun sayangnya ketenaran 

Pasar tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, 

tidak adanya tempat parkir bagi pedagang dan pembeli, jumlah pedagang yang 

banyak namun tidak terkelola dengan baik. Pasar yang semrawut ini telah 

menyebabkan kemacetan lalu lintas pada jam tertentu, kemacetan parah sering terjadi 

tiap pukul 15.00 hingga pukul 19.00. Kemacetan diakibatkan parkir mobil sayur yang 

sembarangan dan lalu lalang pembeli dan pedagang serta warga masyarakat yang 

hendak berbelanja.Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Ketertiban umum dan Ketentraman Pasar 

Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan. Metode Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Pada Pasar Jatimulyo sudah berjalan dan tercapai 

berdasarkan teori Evaluasi Kinerja oleh Agus Dwiyanto yang memuat beberapa 

indikator dalam mengukur kinerja birokrasi yakni: Produktivitas, Kualitas Layanan, 

Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Meskipun dapat dikatakan 

tercapai, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal. Indikator 

Akuntabilitas menjadi hal yang perlu ditingkatkan kembali, karena pada aspek ini 

Satpol PP Lampung Selatan masih belum tercapai indikatornya pada 

pertanggungjawaban, kemudahan akses informasi serta keterbukaan. 

 

Kata kunci: Pasar, Kemacetan, Kinerja, Ketertiban umum, Ketentraman, Satpol PP 

Lampung Selatan 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

   

 

PERFORMANCE OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN  

PUBLIC ORDERS AND TRADITIONAL MARKET COMPLIANCE 

(Study at Jatimulyo Market, Jati Agung District, South Lampung) 

 

By 

 

Muhammad Bahairuddin Yusuf 

 

 

 

 

Jatimulyo Market, South Lampung, which is located in Jati Agung District, is a 

popular market among the people of Lampung, but unfortunately the market's fame is 

not matched by adequate facilities and infrastructure, there is no parking space for 

traders and buyers, the number of traders is large but not managed properly. Well, 

this chaotic market has caused traffic jams at certain hours. Severe traffic jams often 

occur every 15.00 to 19.00. Congestion is caused by careless parking of vegetable 

cars and passing by buyers and traders as well as residents who want to shop. The 

purpose of this study was to determine the performance of the Civil Service Police 

Unit in carrying out public order and tranquility in Jatimulyo Market, Jati Agung 

District, South Lampung. Methods This research uses qualitative research methods 

with descriptive analysis techniques. Data collection techniques with interviews, 

observation and documentation. The results showed that the performance of the Civil 

Service Police Unit in Conducting Public Order and Peace at the Jatimulyo Market 

was running well, analyzed based on the Performance Evaluation theory by Agus 

Dwiyanto, although it can be said to be running well, but in practice it cannot be said 

to be optimal. The Accountability indicator is something that needs to be improved 

again, because in this aspect the South Lampung Satpol PP has not been achieved and 

implemented properly. 

 

Keywords: Market, Congestion, Performance, Public Order, Peace, South Lampung 

Satpol PP 
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I. PENDAHULUAN 
 

 
 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 

Pasar merupakan sebuah lokasi yang sangat penting perannya dalam aktivitas 

perekonomian masyarakat, selain menjadi tempat bertemunya penjual dan 

pembeli juga sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sehingga perlu 

menjadi perhatian dari pemerintah maupun pihak setempat agar pengelolaan 

pasar dapat berjalan baik dan menciptakan ketertiban dan ketentraman kepada 

masyarakat yang hendak bertransaksi di pasar. (Sawitri, 2017:7). Ma’ruf 

(dalam Falucky, 2017:4) mengemukakan bahwa pasar memiliki 3 pengertian 

yaitu pasar dalam arti tempat, yaitu tempat bertemunya para penjual atau 

produsen dengan para pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti interaksi 

antara permintaan dan penawaran, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya jual 

beli. Pasar dalam arti sekelompok anggota masyarakat yang memiliki 

kebutuhan dan daya beli, pengertian merujuk pada dua hal, yaitu kebutuhan 

dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu 

barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.  

 

Menurut (Djau, 2009:5) semakin berkembangnya pasar modern, 

mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan  

keberadaannya. Hal ini diperkuat oleh Setiyanto (dalam  Djau,  2009:5) 

mengemukakan bahwa pasar tradisional memiliki potensi sebagai ikon  

daerah.  Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya  pasar modern, pasar 

tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya. Hal ini diperparah  

oleh  kondisi  pasar  tradisional  yang tidak   tertata   dengan   baik,   misalnya   

banyak terdapat    pasar   tumpah   yang    menjalar    di sekeliling   pasar,   
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dan   banyaknya   tumpukan sampah yang berserakan. (Muhammad dan 

Maritfa 2013:5). 

 

Seperti halnya menurut pernyataan Kisar, dalam situs media online 

mediaindonesia.com yang menjelaskan bahwa sampah yang menggunung, 

jalan becek dan kotor, serta drainase yang buruk terjadi hampir di setiap pasar 

di Depok. Para pengunjung dipaksa berdamai dengan kondisi pasar yang 

membuat tak nyaman setiap kali berbelanja. Di Pasar Kemiri Muka, misalnya, 

sampah dibiarkan menumpuk begitu saja di setiap sudut kios. Bahkan, para 

penjual sayur memilih melemparkan sampah sayuran di depan kios mereka 

agar dapat langsung diangkut petugas kebersihan tanpa mengganggu aktivitas 

jual beli. Sejalan dengan itu Hengky (2021:7), juga mengatakan bahwa 

permasalahan pasar yang terjadi di Kota Depok tersebut juga terjadi di 

beberapa pasar lainnya yang ada di Indonesia seperti di Pasar Cisalak yang 

berada di Kota Bogor, Pasar Tagog Padalarang. Hampir serupa bahwa 

fenomena yang terjadi di Pasar adalah masalah-masalah seperti halnya 

menumpuk sampah, bau tidak sedap dan juga saluran air yang buruk.  

 

Kondisi demikian juga terjadi di Pasar Jatimulyo Lampung Selatan. 

Permasalahan yang terjadi tak kalah semrawutnya dengan beberapa pasar 

sebelumnya. Pasar Jatimulyo merupakan salah satu pasar tradisional terbesar 

di Lampung, namun dalam hal kondisi tempat yang di pinggir jalan dan 

sarana prasarananya yang sudah tidak memadai lagi. Permasalahan lain yang 

ada adalah jumlah pedagang sudah melebihi daya tampung Pasar Jatimulyo 

serta lahan parkir yang tidak ada membuat kemacetan di Pasar Jatimulyo, 

yang dapat dilihat dengan banyaknya pedagang yang menempati dasaran 

terbuka dan membuka dagangannya di pinggir jalan menambah 

kesemrawutan kondisi Pasar Jatimulyo. Berdasarkan hasil pengamatan 

langsung penulis di lokasi Pasar Jatimulyo pada Rabu 16 Februari dan, Kamis 

17 Februari 2022 didapatkan data jumlah pedagang sekitar 243 pedagang 

yang tersebar di sepanjang tepi jalan dan Pasar Jatimulyo, yang mana terdiri 

dari pedagang grosir/toko dan pedagang lapak. Hal ini menjadikan kondisi 

pasar sangat memprihatinkan dan tata kelola pasar yang semrawut haruslah 
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menjadi perhatian pemerintah Lampung Selatan. (Pra survey dengan Bapak 

Agus selaku pengelola pasar Jatimulyo). 

 

Kemacetan parah masih sering terjadi di Jalan Pangeran Senopati Pasar Sayur 

Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.  Kemacetan sering 

terjadi tiap pukul 15.00 hingga pukul 19.00. Kemacetan diakibatkan parkir 

mobil sayur sembarangan dan lalu lalang pedagang serta warga yang hendak 

berbelanja sayur. Hal ini mengakibatkan kendaraan roda empat melambat 

hanya sekitar 20 km/jam. Berdasarkan pantauan, kemacetan sering terjadi saat 

sore hingga malam hari dan tidak ada polisi lalu lintas di lokasi. Walaupun 

sering mengakibatkan macet pada jam-jam tertentu, namun pasar ini 

merupakan solusi bagi petani dan rakyat kecil untuk menjual hasil panen 

karena pasar Jatimulyo merupakan pasar tradisional yang terbilang besar dan 

ramai. 

 

Para pengendara dan pengguna jalan keluhkan semrawutnya pasar sayur yang 

berada di desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

yang menimbulkan kemacetan. Namun sayangnya ketenaran pasar tersebut 

tidak diimbangi dengan fasilitas sarana dan prasarana, tempat parkir hingga 

tempat bagi para pedagang. Menurut pengguna jalan lainya, bahwa 

kemacetan tersebut sering terjadi dan menjadi santapan sehari hari di saat 

melintas. Jika hal tersebut tidak ada pembenahan maka tidak menutup 

kemungkinan akan terus terjadi kemacetan karena pada saat para pedagang di 

pasar mulai beraktivitas pagi, sore, dan malam  untuk melakukan bongkar 

muat barang dagangan sebab pada saat bongkar muat kendaraan nyaris 

memakan badan jalan, belum lagi kendaraan pengunjung yang asal parkir di 

bahu jalan. 

  

Kondisi semrawutnya Pasar Jatimulyo ini disebabkan oleh tata kelola pasar 

yang kurang optimal dan baik, dapat dilihat dari lokasi Pasar yang berdekatan 

dengan lalu lintas yang menjadi jalan utama masyarakat, akibatnya 

kemacetan seringkali terjadi karena bongkar muat barang di sekitar jalan, juga 

karena parkir para pengunjung di Pasar Jatimulyo yang sembarangan karena 
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tidak tersedianya lahan parkir dan banyaknya pengunjung yang datang 

memenuhi Pasar Jatimulyo.   

 

Kelompok kerja sebagai sumber daya aparatur sektor publik memiliki peran 

penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang merupakan aparatur 

sebagai pelaksana organisasi di pemerintahan. Kelompok kerja merupakan 

suatu organisasi yang terdiri lebih dari satu atau dua orang yang saling 

berinteraksi dan membentuk suatu kesepakatan, satu pemikiran, dalam 

memelihara kekompakan dan melaksanakan tujuan yang telah disepakati 

bersama organisasi. Kelompok kerja terbagi menjadi dua kelompok kerja, 

yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Kelompok kerja 

formal merupakan kelompok kerja yang dibentuk secara formal oleh 

pimpinan, yang secara jelas membagi tugas yang berkaitan dengan 

pencapaian tujuan. Sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok 

kerja yang diorganisir dan dihimpun oleh orang-orang di dalam organisasi 

dalam menjalankan tugasnya. (Erisma, 2021:15). 

 

Salah satu kelompok kerja pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol-PP). Satpol-PP merupakan bagian dari organisasi daerah dan 

merupakan bagian dari kelompok kerja formal. Sesuai Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, Satpol-PP merupakan bagian dari badan daerah yang 

dapat membantu pimpinan daerah dalam melaksanakan peraturan daerah. 

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP 

semakin memperkuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan 

Pemerintah ini menjelaskan bahwa Satpol-PP merupakan salah satu bagian 

dari perangkat pemerintah daerah dan bertanggung jawab untuk menegakkan 

peraturan daerah dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang 

dimaksud dalam Pasal 11, UU No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP meliputi 

: deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, 

pengawalan, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa, 

serta kegiatan-kegiatan lain yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, 

instansi daerah, pasar, dan tempat-tempat keramaian lainnya. 
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Sejalan dengan hal tersebut juga ada tanggapan yang penulis kutip dalam 

situs media online Tribunnews.com yang menyatakan bahwa: 

 

“Pasar tradisional Jatimulyo yang belum mendapatkan perhatian dari 

pemerintah terutama Satpol PP yang belum bisa memberikan penertiban 

dan ketentraman pasar salah satunya Satpol PP di Lampung Selatan 

kekurangan anggota oleh karena itu Satpol PP Lampung Selatan membuka 

rekrutmen anggota sebanyak 220 orang yang nantinya akan disebar di 17 

Kecamatan di Lampung Selatan.” 

 

https://lampung.tribunnews.com/2021/09/27/dprd-tak-setuju-upaya-satpol-

pp-lamsel-ajukan-penambahan-personel.  

 

Hal tersebut membuat kurangnya ketentraman dan ketertiban di Pasar 

Jatimulyo dari kurangnya lahan parkir, banyaknya pedagang kaki lima dan 

masih banyaknya preman di pasar tersebut, sehingga dengan kondisi 

demikian perlu adanya upaya atau tindakan Satpol-PP untuk melakukan 

penertiban sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku perangkat kerja daerah 

yang bertugas melakukan penertiban umum dan menjaga ketentraman 

masyarakat. 

 

Untuk mendukung Tugas, Pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung dan mendukung VISI dan MISI Kepala Daerah, Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki Sumber Daya Manusia yang 

mendukung dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebanyak 795 orang 

dan terinci yakni : 

Tabel 1. Data Satpol-PP 

 

No. Jumlah Pegawai Satpol-PP Jumlah Personil Pelaksana Teknis 

1 PNS 195 orang PPNS Satpol-PP 10 orang 

2 Non PNS 600 orang Jabatan Fungsional 110 orang 

3 Jumlah Total 795 orang Total 120 orang 

Sumber: Website Satpol-PP Provinsi Lampung. 

 

Penelitian ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang kinerja Satpol 

PP dalam melakukan penertiban umum dan ketentraman pasar tradisional  

https://lampung.tribunnews.com/2021/09/27/dprd-tak-setuju-upaya-satpol-pp-lamsel-ajukan-penambahan-personel
https://lampung.tribunnews.com/2021/09/27/dprd-tak-setuju-upaya-satpol-pp-lamsel-ajukan-penambahan-personel
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Sebelumnya terdapat berbagai penelitian terdahulu mengenai krisis melihat 

sudut pandang yang terjadi di Indonesia. Berikut ini merupakan penelitian 

terdahulu yang peneliti rangkum menjadi sebuah tabel : 

 

 Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No. Nama 

Penulis/ 

Tahun 

Jenis Judul Fokus 

1 2 3 4 5 

1. Asma 

(2016) 

Jurnal Ilmu 

Pemerintahan 

Efektivitas 

revitalisasi 
pasar 

tradisional di 

Kota 

Makassar 

Penelitian ini berfokus pada 

menganalisis efektivitas 
revitalisasi pasar tradisional 

Pa'baeng-Baeng di Kota 

Makassar. 

2. Oka 

Winasis 

(2014) 

Jurnal Ilmu 

Pemerintahan 

Redesain 

pasar rumput 

Jakarta 
Selatan 

menjadi 

Pasar 
Modern 

Penelitian ini berfokus 

kepada. lalu lintas di area 

pasar. Adanya program 
Pemerintah kota DKI Jakarta 

yang ingin melakukan 

pembongkaran serta 
peremajaan terhadap 

beberapa pasar tradisional di 

kota jakarta yang sudah 
kumuh dan kurang layak 

termasuk Pasar Rumput 

Manggarai Jakarta Selatan 

ini. 

3. RR 

Djayusma

n (2018) 

Jurnal 

Ekonomi 

Islam 

Analisis 

strategi 

pengembang

an pasar 
tradisional 

dalam 

perspektif 
Ekonomi 

Islam 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Penelitian ini berfokus 

kepada pasar tradisional yang 

membuat pasar tersebut 

kalah bersaing dengan pasar 
modern. Serta banyak dari 

kalangan masyarakat yang 

mengeluh terhadap pasar 
tradisional yang kotor, 

jalanan yang kumuh dan 

daerah dalam penertiban dan 

pengelolaan pasar tradisional  
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1 2 3 4 5 

4. Ma 

Erisma 

(2021) 

Jurnal Hukum Koordinasi 

dinas 

perhubungan 
dengan 

satuan polisi 

pamong 
praja dalam 

penertiban 

pedagang 

pasar 
tradisional di 

kawasan 

Tepi 

Penelitian ini berfokus 

kepada koordinasi antara 

Dinas Perhubungan dengan 
Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) belum terlaksana 

dengan baik dikarenakan 
kurangnya kerjasama antara 

pihak-pihak terhadap 

penertiban serta penataan 

pasar, serta tidak tertatanya 
pasar pajak lama dikarenakan 

los yang digunakan banyak 

kerusakan sehingga para 
pedagang beralih atau 

tumpah ke bahu jalan. . 

5. Azhari 

(2020) 

Jurnal 

Tatapamong 

Implementasi 

Kebijakan 
Penertiban 

Pasar 

Barabai di 
Kabupaten 

Hulu Sungai 

Tengah 

Provinsi 
Kalimantan 

Selatan  

Penelitian ini berfokus 

kepada implementasi 
penertiban Pasar Tradisional 

Modern Barabai belum baik 

dengan  faktor penghambat  
adalah  kurangnya kesadaran  

masyarakat  untuk  menjaga  

ketertiban, belum adanya  

tindakan tegas dan fasilitas  
Pasar Tradisional Modern  

Barabai. Adapun upaya  

sosialisasi dan himbauan  
kepada masyarakat. Saran  

dalam implementasi 

penertiban pasar tradisional  
modern barabai berupa  

pembuatan SOP penertiban  

pasar tradisional modern 

barabai 

Sumber : Diolah Peneliti, 2021. 

 

Penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana efektivitas revitalisasi pasar 

tradisional, lalu lintas di area pasar, dan pasar yang belum masyarakatnya 

memiliki kesadaran terhadap ketertiban pasar. Penelitian ini akan 

memfokuskan pada bagaimana kinerja satuan polisi pamong praja dalam 

melakukan penertiban umum dan ketentraman pasar tradisional Pasar 

Jatimulyo Kec. Jati Agung, Lampung Selatan) sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 11, UU No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP.  

 

Sejatinya dari berbagai penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa 

kesamaan dengan yang penulis teliti, namun letak perbedaannya ada pada 
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fokus penelitian, dimana pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kinerja 

Satpol-PP dalam melakukan Ketertiban dan ketentraman pasar, sedangkan 

pada penelitian terdahulu fokusnya ada pada Revitalisasi pasar, 

pengembangan pasar, redesain pasar, koordinasi Dinas Perhubungan dengan 

Satpol-PP serta implementasi kebijakan penertiban pasar oleh pemerintah. 

 

Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul " 

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Ketertiban Umum 

Dan Ketentraman Pasar Tradisional (Studi Di Pasar Jatimulyo, Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)”. 

 (Studi di Pasar Jati Mulyo  

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

oleh peneliti adalah Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

Melakukan Ketertiban Umum dan Ketentraman Pasar Tradisional Jatimulyo 

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan  rumusan masalah atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Pasar Tradisional Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan 

 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah:  

1.  Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian Ilmu Pemerintahan, 

khususnya kinerja birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja. 
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2.  Secara Praktis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan Ketertiban 

Umum Dan Ketentraman Pasar Jatimulyo.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Tinjauan tentang Kinerja 

 

Amstrong dan Barron (Irham, 2011:12) dalam buku Irham Fahmi 

berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil dari pekerjaan yang memiliki 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, memberikan kontribusi 

ekonomi dan kepuasan konsumen, serta memberikan kontribusi ekonomi. 

Maka dapat dikatakan bahwa hasil jerih payah dari apa yang telah dilakukan 

dapat memberikan suatu kemajuan, baik dalam bentuk kepuasan konsumen, 

maupun dapat memberikan hal baru yang sangat berpengaruh dalam  

peningkatan organisasi yang bersangkutan. 

 

Menurut Prawirosentono (Lijan, 2018:27) dalam buku Lijan Poltak 

Sinambela kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, sesuai dengan moral dan etika, dan 

tidak melanggar hukum. Maksudnya dalam melakukan kegiatan di suatu 

organisasi tetap berpedoman pada etika dan moral yang baik sesuai  dengan 

peraturan yang berlaku. Kemudian Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan 

bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan Jadi suatu hasil kerja akan  berhasil apabila dilakukan dengan 

penuh tanggung jawab. 
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Payaman Simanjuntak (2011:53) mengartikan kinerja merupakan suatu hasil 

capaian terhadap pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan merupakan 

suatu pencapaian yang dihasilkan dalam mewujudkan suatu tujuan 

perusahaan. Manajemen kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi secara keseluruhan, 

termasuk kinerja masing-masing kelompok kerja dan individu di perusahaan 

tersebut. Jadi, dalam hasil dari kinerja tidak hanya berpengaruh untuk 

meningkatkan kinerja organisasi tetapi juga meningkatkan kinerja individu. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang 

telah diberikan. Untuk mengecek apakah kinerjanya sudah baik atau belum 

dapat dilihat dari bagaimana individu atau karyawan menjalankan tugasnya.  

 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Performance dapat diartikan 

sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja memiliki makna yang lebih 

luas. Kinerja tidak hanya diartikan sebagai kerja, tetapi kinerja adalah 

bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan proses 

melakukan pekerjaan dan hasil dari proses pekerjaan tersebut. Kinerja adalah 

tentang apa yang dikerjakan serta bagaimana mengerjakannya. 

 

Penilaian kinerja adalah proses yang melibatkan penilaian manusia. Berhasil 

atau tidaknya organisasi dapat diukur berdasarkan kinerjanya. Pada umumnya 

individu merupakan faktor utama yang mendukung kinerja organisasi, 

sehingga manusia adalah unsur yang pertama harus diukur kinerjanya. Untuk 

mempermudah penilaian kinerja maka standar  pekerjaan harus dapat diukur.   

 

Menurut Kusuma Chandra Kirana dan Ririn Tri ratnasari (2017:11) penilaian 

kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengetahui kontribusi 

para karyawan dalam organisasi selama kurun waktu tertentu dan menentukan 

tindakan-tindakan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2011:65) dalam buku Irham Fahmi, 

penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik karyawan 

mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar, 
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dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut Jadi, dengan adanya 

suatu penilaian diharapkan akan dijadikan sebagai masukan yang berarti bagi 

pelaksanaan kinerja dan perbaikan lebih lanjut untuk kedepannya. 

 

Sebagai alat manajemen, Sedarmayanti (2014) berpendapat bahwa 

pengukuran kinerja memiliki peranan penting yaitu untuk : 

a. Memastikan pemahaman pelaksana terhadap ukuran yang digunakan 

untuk mencapai kinerja.  

b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang disepakati. 

c. Membantu dan menilai pelaksanaan kinerja dan membandingkannya 

dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki 

kinerja.  

d. Memberikan reward dan hukuman yang objektif atas kinerja 

pelaksanaan yang telah diukur sesuai sistem pengukuran kinerja 

yang disepakati. 

e. Menjadi alat komunikasi antara karyawan dan pimpinan dalam  

upaya memperbaiki kinerja organisasi. 

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

g. Membantu memahami proses kegiatan organisasi. 

h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara 

obyektif. 

i. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. 

j. Mengungkap permasalahan yang terjadi. 

 

Menurut James B. Whittaker dalam buku Sedarmayanti (2014:195) 

pengukuran kinerja merupakan suatu peningkatan kualitas dalam 

mengambil keputusan dan akuntabilitas dengan menggunakan suatu alat 

atau sistem yang disebut dengan manajemen. Pengukuran kinerja juga 

digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. 

 

 

 

 



13 

 

 

Menurut Wibowo pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara: 

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 

terpenuhi. 

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja. 

4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa 

yang perlu prioritas perhatian. 

5. Menghindari konsekuensi dan rendahnya kualitas. 

6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya. 

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengukuran kinerja sangat penting untuk menentukan apakah 

kinerja telah dilaksanakan sesuai rencana pada saat pelaksanaan kinerja. 

Hal ini sangat berpengaruh pada hasil pencapaian kinerjanya. 

 

Agus Dwiyanto (2006:50-51) mengemukakan beberapa indikator yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: 

 

1. Produktivitas  

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi 

juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami 

sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas 

dirasa terlalu sempit sehingga General Accounting Office (GAO) 

mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih 

luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu 

memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja 

yang penting. Kriteria yang dipergunakan untuk mengukur 

produktivitas kinerja pelayanan publik. Indikator produktivitas 

kerja menurut Sutrisno (2009) adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

tugas. Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada 

keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam 
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bekerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas 

yang diembannya kepada mereka. 

b. Meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk 

meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah satu 

yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun 

yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi upaya untuk 

memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang 

terlibat dalam suatu pekerjaan.  

c. Semangat kerja. Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari 

kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil 

yang dicapai dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan 

hari sebelumnya.  

d. Pengembangan diri. Senantiasa mengembangkan diri untuk 

meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat 

dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa 

yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya. 

Pengembanga diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk 

menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak 

pada keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.  

e. Mutu. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik 

dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang 

dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi 

meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang 

terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi 

perusahaan dan dirinya sendiri. 

f. Efisiensi. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan. Masukan dan 

keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

 

 

 

 



15 

 

 

2. Kualitas Layanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting 

dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan 

negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 

ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima 

dari organisasi publik. Demikian halnya, kepuasan masyarakat 

terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.  

 

Untuk meningkatkan kualitas layanan, maka perlu adanya standar 

pelayanan. Standar pelayanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah tolok ukur 

yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

 

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, standar pelayanan harus meliputi: 

a. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain 

kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi 

persyaratan pelayanan. 

b. Waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak pengajuan 

permohonan sama dengan waktu penyelesaian pelayanan, 

termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu 

dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan lamanya 

waktu layanan masing-masing. 

c. Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian 

dalam proses pemberian pelayanan, haruslah dengan pengenaan 

biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar 

ketentuan yang berlaku. 
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d. Produk layanan. Hasil layanan yang diterima harus sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan 

dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan yaitu hasil 

pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditentukan. 

e. Sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini 

berkaitan dengan ketersedian perangkat penunjang pelayanan 

yang memadai serta adanya kemudahan dan kenyamanan dalam 

memperoleh suatu pelayanan. 

f. Kompetensi petugas pemberian pelayanan. Kompetensi petugas 

memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab petugas 

pelayanan seperti pengetahuan, kedisiplinan, kesopanan, dalam 

memberikan pelayanan. 

 

Berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan bahwa, standar pelayanan 

adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara 

pelayanan dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

melalui enam aspek penting standar pelayanan yaitu prosedur 

pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk layanan, 

sarana prasarana, kompetensi petugas pelayanan. 

 

3. Responsivitas 

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan 

serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 

responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja 
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karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan 

organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Wijaya (2020), berbagai keluhan diterima oleh Pemerintah dari 

masyarakat mulai dari pasar yang sangat semrawut, kotor, pedagang 

kaki lima yang berjualan di pinggir jalan sehingga membuat macet. 

Menurut Hormon (1995) responsivitas (responsiveness) adalah 

kemampuan pemerintah (organisasi) untuk mengenali kebutuhan, 

menyusun agenda dan prioritas, mengembangkan program program 

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Disini 

responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan 

kegiatan dengan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan 

dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh 

Organisasi publik responsivitas organisasi tersebut dinilai semakin 

baik. Sedangkan Dilulio (1994) mengatakan bahwa responsivitas 

bahwa responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali 

pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur 

daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi 

serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam 

pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan 

organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 

agenda dan priotas pelayan serta mengembankan program-program 

pelayan publik sesuai sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Organisasi yang mempunyai responsivitas rendah 

dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne dan 

Plastrik, 2000). 

 

Namun Eran Vigoda (2000) memandang lebih jauh tentang 

pengertian responsivitas. Dikatakannya pendekatan sejauh yang 
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menyangkut publik administration, responsivitas dianggap 

kontroversial. Studi yang mendeskripsikan tentang responsivitas 

sebagai atau yang terbaik biasanya berkaitan dengan kejahatan 

sosial yang bertentangan dengan kompromi efektivitas profesional 

dan lebih buruk lagi dengan indikasi jalan lain yang berguna secara 

politik jika tidak dengan istilah korupsi (Rourke, dalam Vigode 

2000). 

 

Kemampuan merespon dalam organisasi publik para birokrat dapat 

dilihat dari sektor publik internal dan eksternal terhadap organisasi 

(Smith 1993 dalam Vigoda). Ukuran keberhasilan internal seperti 

proses manajerial, prosedur formal dan rutin, dari 

minat/kepentingan terbatas ke warganegara biasa yang juga 

menaruh perhatian dalam literatur manajemen. Sasaran utama 

mereka adalah untuk memungkinkan pemerintah pusat 

mengamankan kendali tertutup dari tim manajemen yang diserahi. 

Sedangkan sektor publik eksternal berkaitan dengan informasi 

tentang konsekuensi dari aktivitas sektor publik, dengan demikian 

dapat memperbaiki pencapaian organisasi. Disini terkait dengan 

proses tanggung jawab (akuntabilitas) untuk merespon otoritas 

publik dari segala permintaannya, yang nantinya akan berdampak 

pada pengawasan internal, sehingga manajer dan pegawai negeri 

menjadi lebih peka terhadap tugas-tugas mereka dan sangat 

komitmen dengan melayani orang. 

 

Menurut Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2011:46), 

Responsivitas dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti 

meliputi : 

a. Merespon Setiap Pelanggan/Pemohon Yang Ingin 

Mendapatkan Pelayanan  

Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik 

dari para penyedia layanan. Setiap pelanggan memiliki 

karakter yang berbeda-beda, maka dari itu petugas layanan 



19 

 

 

juga harus tahu bagaimana bersikap dan berkomunikasi 

yang baik dan hangat (Widiati, 2015:4). 

b. Petugas / Aparatur Melakukan Pelayanan Dengan Cepat  

Pelayanan dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan 

ketulusan penyedia layanan dalam memberi pelayanan dan 

memenuhi permintaan pelanggan(Azis, 2016:8). 

c. Petugas/ Aparatur Melakukan Pelayanan Dengan Tepat 

Pada indikator pelayanan yang tepat, pelayanan yang 

diberikan harus telah sesuai prosedur pelayanan dan 

melakukan pelayanan dengan tepat biaya (Latifah, 2015:5) 

d. Petugas/ Aparatur Melakukan Pelayanan Dengan Cermat 

Kecermatan dalam pemberian pelayanan perlu untuk 

diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa 

merugikan pelanggan. Pelayanan dengan cermat berarti 

penyedia layanan harus selalu fokus dan sungguh-sungguh 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau 

penerima layanan baik dalam pekerjaan maupun 

pembicaraan (Latifah, 2015:5). 

 

4. Responsibilitas  

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, 

baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh sebab 

itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 

responsivitas. Sadu Wasistiono dalam bukunya yang berjudul 

Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, 

mengemukakan bahwa kinerja organisasi pemerintah dapat diukur 

melalui responsibilitas yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi 

pemerintah itu dilakukan dengan prinsip-prinsip organisasi yang 

benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implisit 

maupun yang eksplisit. 
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Berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), 

yaitu: Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), 

Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi 

(Independency), Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness). Menurut 

Azheri, responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas 

suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan 

kecakapan.  

 

Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi 

atas kerusakan apapun yang ditimbulkan. Responsibilitas adalah 

gambaran kualitas pelayanan public dengan pertanggungjawaban 

terhadap indikator masing-masing pelayanan sehingga harus ada 

kesanggupan dari pemberi layanan untuk menetapkan suatu 

perbuatan kesanggupan untuk menerima resiko dari suatu 

perbuatan. Sedangkan menurut Pinto menyatakan responsibilitas 

ditunjukan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung 

jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dalam suatu kewajiban yang harus ditaati.  

 

Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih 

menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan 

secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang 

didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika 

tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam 

suatu norma hukum. Penekanan prinsip responsibilitas yaitu 

didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang berlaku dan 

melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada stakeholder 

dengan tidak melakukan tindakan tindakan-tindakan yang 

merugikan stakeholders. 
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Levine mengatakan, responsibilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu 

dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan. Dalam artian responsibilitas menjelaskan apakah 

birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang 

eksplisit maupun implisit. Pelaksana pelayanan atau birokrasi harus 

melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya 

meskipun tidak ada yang mengawasinya secara langsung karena 

segala tindakannya dalam melayani telah di sumpahin dan akan 

dipertanggungjawabkan. 

 

Responsibilitas; menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan 

organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi 

yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, merupakan 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang 

berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani, 

meliputi sebagai berikut:  

a. Hadir secara rutin dan tepat waktu.  

b. instruksi-instruksi. 

c. Kompetensi teknis  

d. Menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung jawab sesuai 

batas waktu yang ditentukan 

 

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang 

dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik 

tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu 

merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep 

akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 

kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan 

kehendak masyarakat banyak.  
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Untuk melihat akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik 

dalam penelitian dapat dilihat melalui indikator-indikator kinerja 

yang meliputi:  

a. Acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam 

proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator tersebut 

mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan 

oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa. 

b. Tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat 

masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan 

yang telah ditentukan. Dalam menjalankan tugas pelayanan, 

seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas 

dari aparat birokrasi. 

Menurut Sulistoni (2003:35) pemerintah yang accountable 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah 

secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, 

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, 

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat 

dalam proses pembangunan dan pemerintah, 

d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap 

kebijakan publik secara proporsional, dan 

e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. 

Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai 

derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan 

pemerintah. 

 

2.2  Ketertiban 

 

Ketertiban dalam kamus Bahasa berasal dari kata dasar tertib yang 

mengantuk makna proses, cara, dan perbuatan menertibkan, maka dari itu 
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penertiban dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan 

kenyamanan dari suatu bahaya serta mencegah adanya ancaman ataupun 

kondisi lingkungan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

Praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara 

lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit 

arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan 

oleh hukum yang sedang berlaku. Demikian halnya, yang dimaksud dengan 

pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada 

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi 

masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan 

perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan 

oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah pelanggaran yang 

dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau 

bahu jalan. Dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku 

pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang 

dilanggarnya. 

 

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi 

lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, 

tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan 

tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak 

hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah 

juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat 

yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-

undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat 

juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima 

sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang 

terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum 

positif yakni Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 juga berhak menerima 

sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. 
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Berdasarkan uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor.30/1999 

sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang 

termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan sering menimbulkan 

permasalahan. Undang-Undang Nomor. 30/1999 memang tidak memberi 

definisi mengenai ketertiban umum, akan tetapi pada kenyataanya ketertiban 

umum tetap berlaku dalam masyarakat. Jika seseorang dianggap melanggar 

maka seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial”. Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah 

tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan 

umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat 

berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan 

kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin 

nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini 

maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa 

dirugikan. 

 
 

2.3  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

 

Telah dijelaskan bahwa Satpol-PP tidak hanya sebagai pelaksana 

penyelenggaraan penertiban umum, dan ketentraman masyarakat saja. Akan 

tetapi, Satpol-PP juga ikut membantu Kepala Daerah dalam menegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sebagaimana sudah 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 6 

Satpol-PP juga memiliki fungsi dalam penyusunan program pelaksanaan 

kebijakan dan koordinasi dalam menegakkan perda dan perkada, serta 
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pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan badan hukum dalam 

pelaksanaan fungsi berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah 

dengan ketentuan regulasi. 

 

Apabila dilihat dari fungsi Satpol-PP maka dapat disimpulkan bahwa Satpol-

PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dituntut supaya tampil 

sebagai pengayom masyarakat yang mampu meningkatkan partisipasi aktif 

dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan 

masyarakat sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif. Tujuannya 

untuk mengurangi bahkan menghilangkan segala bentuk ancaman ataupun 

gangguan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat, 

agar suatu penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. 

 

 

2.4  Kerangka Pikir 

 

Salah satu kelompok kerja pemerintah daerah adalah Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol-PP). Satpol-PP merupakan bagian dari organisasi daerah dan 

merupakan bagian dari kelompok kerja formal. Sesuai Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, Satpol-PP merupakan bagian dari badan daerah yang 

dapat membantu pimpinan daerah dalam melaksanakan peraturan daerah. 

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP 

semakin memperkuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan 

Pemerintah ini menjelaskan bahwa Satpol-PP merupakan salah satu bagian 

dari perangkat pemerintah daerah dan bertanggungjawab untuk menegakkan 

peraturan daerah dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

 

Pasar Jatimulyo merupakan pasar tradisional yang terbesar di Lampung yang 

memiliki potensi penerimaan retribusi yang cukup besar, namun dalam hal 

kondisi tempat yang di pinggir jalan dan sarana prasarananya yang sudah 

tidak memadai lagi. Permasalahan lain yang ada adalah jumlah pedagang 

sudah melebihi daya tampung Pasar Jatimulyo serta lahan parkir yang tidak 

ada membuat kemacetan di pasar Jatimulyo, yang dapat dilihat dengan 

banyaknya pedagang yang menempati dasaran terbuka dan membuka 
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dagangannya di pinggir jalan menambah kesemrawutan kondisi Pasar 

Jatimulyo. Satpol PP di Lampung Selatan yang kekurangan anggota membuat 

pasar Jatimulyo kurang perhatian dan menjadi pasar yang semrawut. 

 

Kemudian untuk melaksanakan penelitian, peneliti melakukan penelitian 

berpedoman dengan menggunakan konsep dari Agus Dwiyanto dengan alasan 

bahwa konsep Agus Dwiyanto yang paling sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas. Adapun indikator yang dipakai pada Kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol-PP) Kabupaten Lampung Selatan adalah :  

a. Produktivitas;  

b. Kualitas Layanan;  

c. Responsivitas;  

d. Responsibilitas; dan 

e. Akuntabilitas 

 

Maka dari itu, penulis ingin menganalisis kinerja Satpol-PP menggunakan  

teori Agus Dwiyanto (1995) akan melalui lima (5) indikator yang akan 

dijadikan konsep, dengan harapan dapat mewujudkan atau melihat kinerja 

dari Satpol PP dalam penertiban dan ketentraman di Pasar Jatimulyo. Adapun 

kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

Kondisi Pasar Jatimulyo: 

1. Kemacetan lalu lintas 

2. Pasar yang semrawut dan tidak tertata 

3. Tidak tersedianya tempat parkir pengunjung 

4. Banyaknya jumlah pedagang 

5.  

 

Tercapai dan tidak tercapainya  Kinerja Satpol-PP dalam 

melakukan Ketertiban dan Ketentraman Pasar Jatimulyo 

Produktivitas 

 

Kualitas Layanan Responsivitas 

 

 

Responbilitas Akuntabilitas 

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

1. Kemampuan 
2. Hasil yang 

dicapai 

3. Semangat 
Kerja  

4. Pengembangan 

Diri 

5. Efisien 
 

1. Merespon 
keluhan 

2. Pelayanan 

Cepat 

 

 
1. Keterbukaan 

informasi 

2. Kemudahan 
pelayanan 

3. Pertanggungja

waban kerja  
 

 

1. Prosedur 
layanan 

2. Sarana dan 

Prasarana 
3. Waktu 

Penyelesaian 

Pelayanan 

 

1. Hadir secara 

rutin dan tepat 

waktu 
2. Mengikuti 

instruksi 

3. Kemampuan  

kerja 
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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 
 

3.1  Tipe Penelitian 

 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data 

yang mengandung makna, makna disini adalah yang sebenarnya data yang 

pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu, 

peneliti memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai 

dengan masalah  yang dilihat. Metode penelitian adalah suatu proses 

penelitian atau pemahaman yang mendasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.  

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan 

permasalahan yang akan diteliti. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi 

dan Suwandi, 2008:1). Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif dinilai lebih tepat 

untuk mengidentifikasikan permasalahan yang sedang diamati. Penelitian 

kualitatif bertujuan mendapatkan analisis Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam 

Penertiban dan Ketentraman Pasar Jatimulyo. 

 

 

3.2  Fokus dan Lokasi Penelitian 

 

Lokasi Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan melalui prosedur 

purposive yakni di Lampung Selatan khususnya di Pasar Jatimulyo, Jati Agung. Ada 

dua maksud yang ingin dicapai  peneliti melalui penetapan fokus penelitian. 

Pertama, penetapan fokus penelitian untuk membatasi studi, dalam hal ini   

membatasi  bidang inkuiri, misalnya,  membatasi diri pada penggunaan teori-
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teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedangkan teori–teori 

yang tidak sesuai sebaik mungkin dihindari penggunaannya. Kedua, 

penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi 

seperti perolehan data yang baru  di lapangan, dengan bimbingan dan arahan 

suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu 

dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan ke dalam 

sejumlah data yang sedang dikumpulkan (Moleong 2001 : 63). 

 

Jadi penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana 

yang tidak perlu di jamah ataupun mana yang akan di buang. Permasalahan 

dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian 

dijadikan sebagai acuan di dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan 

berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan 

penelitian yang ditemukan di lapangan. Mengacu pada rumusan masalah 

dalam penelitian ini, maka fokus dari penelitian ini adalah penilaian kinerja 

polisi pamong praja dalam melakukan penertiban umum dan ketentraman 

pasar tradisional di Pasar Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan yaitu 

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas 

berdasarkan teori Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik oleh Dwiyanto, 2002 

yaitu: 

a. Produktivitas 

b. Kualitas Layanan 

c. Responsivitas 

d. Responsibilitas 

e. Akuntabilitas 

 

1.  Produktivitas 

Fokus penelitian pada penilaian kinerja produktivitas Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Lampung Selatan dengan indikator berikut : 

a. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain 

kesederhanaan, yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. 
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b. Waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan 

sama dengan waktu penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan haruslah 

berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan lamanya waktu layanan masing-masing. 

c. Sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersedian 

perangkat penunjang pelayanan yang memadai serta adanya kemudahan 

dan kenyamanan dalam memperoleh suatu pelayanan. 

d. Pengembangan Diri 

e. Efisien 

  

 

2.  Kualitas Layanan 

Fokus penelitian pada penilaian kinerja kualitas pelayanan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dengan indikator berikut : 

a. Aspek Prosedur Layanan pada penertiban dan ketentraman pasar Jatimulyo. 

b. Kompetensi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerima 

keluhan dari masyarakat terhadap kondisi pasar. 

c. Aspek Sarana dan Prasarana yaitu segala hal yang berkaitan dengan 

keseterdian perangkat penunjang pelayanan yang memadai di pasar 

Jatimulyo. 

 

3.  Responsivitas 

Fokus penelitian pada penilaian kinerja responsivitas Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Lampung Selatan dengan indikator berikut : 

a. Aspek Merespon Setiap Pelanggan/Pemohon Yang Ingin Mendapatkan 

Pelayanan, yaitu merespon masyarakat maupun penjual di pasar Jatimulyo 

dengan mendapatkan pelayanan. 

b. Aspek petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, yaitu 

pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan 

kesigapan dan ketulusan penyedia layanan. 
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c. Aspek Petugas/ Aparatur Melakukan Pelayanan Dengan Tepat, yaitu 

dengan cara Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pelayanan dengan 

tepat yang diberikan sesuai prosedur pelayanan. 

d. Aspek Petugas/ Aparatur Melakukan Pelayanan Dengan Cermat, yaitu 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan layanan harus selalu fokus 

dan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

atau penjual yang ada di pasar Jatimulyo. 

 

4.  Responsibilitas 

Fokus penelitian pada penilaian kinerja responsibilitas Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Lampung Selatan dengan indikator berikut : 

a. Hadir secara rutin dan tepat waktu.  

b. Mengikuti instruksi-instruksi.  

c. Kompetensi teknis  

 

5.  Akuntabilitas 

Fokus penelitian pada penilaian kinerja akuntabilitas Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Lampung Selatan dengan indikator berikut : 

a. Menyajikan informasi penyelenggaraan Pemerintah secara terbuka 

b. Kemudahan akses informasi  

c. Pertanggungjawaban kerja 

 

 

3.3  Informan Penelitian 

 

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan 

bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat 

diperoleh. Menentukan informan bisa dilakukan apabila peneliti memahami 

masalah umum penelitian. Teknik penentuan informan pada penelitian ini 

menggunakan prosedur purposive. Penentuan informan melalui prosedur 

purposive adalah salah satu strategi menentukan informan yang sesuai dengan 

kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Bungin, 

2011:107). Informan dalam penelitian ini yaitu: 
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Tabel 3. Informan Penelitian 

No. Nama  Jabatan 

1. Erdanda, SH., MH Sekretaris Satpol PP Kabupaten Lampung 

Selatan 

2. Lucia Triwidadi, S,Sos., MM Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP 

Kabupaten Lampung Selatan 

3. Tamzir, SH Kasi Trantib Kecamatan Jati Agung, Satpol PP 

Kabupaten Lampung Selatan 

4. Sidik Priyanto Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan 

5. Sri Widayati Pedagang 

6 Supriyatna Pedagang 

Sumber : Diolah peneliti 2021 

 

 

3.4   Jenis Data Penelitian 

 

Menurut Lofland dalam Moleong (2005:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif  kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan 

melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang 

dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data. Untuk 

mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian.  

 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung yang 

dilakukan di lapangan. Adapun data tersebut yang termasuk dalam 

penelitian ini adalah data wawancara, dan observasi pada aktivitas 

kegiatan Satpol-PP. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

dimaksudkan untuk memperkuat data primer yang saling berhubungan. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya 

ilmiah, jurnal, internet dan informasi yang diperoleh dari surat kabar atau 

media lokal yang menyangkut persoalan mengenai kinerja dan 
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permasalahan penertiban dan ketentraman Pasar Jatimulyo, serta undang-

undang yang berkaitan dengan Satpol-PP yang dapat menjadi dokumen 

resmi atau dasar kegiatan penelitian. 

 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam proses penelitian 

karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Pengumpulan 

data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian. Mengumpulkan data dilakukan seakurat mungkin 

terkait variabel yang dikaji sehingga peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 

a. Observasi  

 

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan 

peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. 

Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga 

menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, 

dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019: 226). 

 

Hal-hal lain dicatat dengan sistematis dalam penelitian ini peneliti memilih 

penelitian observasi non participant untuk mengumpulkan data melalui 

observasi non participant peneliti memperoleh data lain sebagai pelengkap 

sumber data utama. Teknik observasi ini digunakan karena peneliti tidak 

terlibat langsung tetapi hanya untuk observasi aktivitas. Bahkan jika 

berpartisipasi dalam acara tersebut hanya dalam jangkauan kebutuhan 

peneliti memperoleh data. 

 

Peneliti melakukan observasi pada beberapa tempat yakni di Kantor 

Sekretariat Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 18 April 

2022. Pada temuan observasi peneliti mendapatkan beberapa hal yang 

diamati di Kantor Sekretariat Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan 
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diantaranya pelayanan yang dilakukan di Kantor Satpol PP sangat 

responsive dan cepat tanggap, peneliti juga mengamati adanya latihan 

kebugaran bagi anggota Satpol PP di lapangan depan Kantor Satpol PP 

Lampung Selatan. Para staf Satpol PP mampu menjalankan tugasnya 

masing-masing baik itu dalam administrasi dan pelayanan surat menyurat 

lainnya. Pada beberapa hal seperti dokumen laporan kinerja tahunan dan 

capaian program kerja tidak dapat peneliti minta dikarenakan alasan 

bahwasanya dokumen tersebut hanya untuk internal Satpol PP Lampung 

Selatan saja. 

 

Kemudian, Peneliti juga melakukan observasi kepada kantor Sekretariat 

Kecamatan Jati Agung pada tanggal 19 April 2022, disini terdapat salah 

satu Kasi Trantib Satpol PP Lampung Selatan yang bertugas menghimpun 

dan menjalankan tugasnya di Kecamatan Jati Agung. Peneliti 

mendapatkan beberapa informasi diantaranya jumlah anggota Satpol PP di 

Kecamatan Jati Agung yang berjumlah 17 orang yang artinya dengan 17 

orang tersebut nanti akan dibagi tugas ke setiap desa masing-masing 

termasuk kepada lokasi Pasar Jatimulyo. 

 

Lalu, Peneliti melakukan observasi pada Pasar Jatimulyo pada tanggal 20 

April 2022 pukul 15.00 WIB dan Peneliti menemukan fakta bahwa 

memang benar terjadi kemacetan, kondisi bongkar muat barang dagangan 

seperti sayuran dan buah-buahan yang tidak beraturan dan berada di bahu 

jalan sehingga hal inilah yang menjadi penyebab kemacetan yang terjadi, 

lalu tidak adanya lokasi parkir bagi para pengunjung dan juga banyaknya 

jumlah pedagang yang membludak dan memenuhi bahu jalan. 

 

b. Wawancara  

 

Adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan maka dalam suatu topic 

tertentu peneliti langsung turun ke lapangan , dengan cara menanyakan 

terhadap informan mengenai dan menjawab persoalan penelitian di atas. 
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Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Wawancara  

N

o. 

Nama  Jabatan Waktu Pelaksanaan 

Wawancara 

1. Erdanda, SH., MH Sekretaris Satpol PP 

Kabupaten Lampung Selatan 

18 April 2022 

2. Lucia Triwidadi, 

S,Sos., MM 

Kepala Bidang Ketertiban 

Umum Satpol PP Kabupaten 

Lampung Selatan 

18 April 2022 

3. Tamzir, SH Kasi Trantib Kecamatan Jati 

Agung, Satpol PP Kabupaten 

Lampung Selatan 

19 April 2022 

4. Sidik Priyanto Sekretaris Desa Jatimulyo, 

Kecamatan Jati Agung, 

Kabupaten Lampung Selatan 

19 April 2022 

5. Sri Widayati Pedagang 20 April 2022 

6 Supriyatna Pedagang 20 April 2022 

Sumber: diolah Peneliti 

 

Peneliti melakukan wawancara pertama pada tanggal 18 April 2022 hal ini 

Peneliti lakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan 

bersama dengan Sekretariat Satpol PP Lampung Selatan Bapak Erdanda, 

SH.,MH dan juga dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP 

Lampung Selatan Ibu Luci Triwidadi,S,Sos.,MM. Peneliti melakukan 

wawancara kepada dua responden tersebut dengan maksud menanyakan 

perihal Kompetensi, Tingkat keberhasilan program kerja, Pelayanan yang 

dilakukan oleh Satpol PP, Pelatihan terpadu diklat dan semacamnya, 

Sarana dan prasarana yang dimiliki, keterampilan, Kedisiplinan pegawai 

dan juga keterbukaan informasi yang ada pada Satpol PP Lampung 

Selatan. Pertanyaan dan hasil wawancara tersebut terlampir di halaman 

lampiran. 

 

Kemudian pada tanggal 19 April 2022 Peneliti kembali melakukan 

wawancara menyambung saran dan arahan dari Bapak Erdanda untuk juga 

melakukan wawancara kepada Kasi Trantib Satpol PP Lampung Selatan 
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yang ada di Jati Agung yang bisa mendapatkan informasi langsung dari 

mereka karena penugasannya yang berada di wilayah Jati Agung termasuk 

juga di dalamnya Jatimulyo. Pada pelaksanaan wawancara Peneliti 

wawancara Kasi Trantib Satpol PP Lampung Selatan yakni dengan Bapak 

Tamzir SH. Peneliti menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan pada 

Bapak Erdanda dan juga Ibu Luci Triwidadi, untuk melihat kemungkinan 

jawaban yang berbeda dari ketiga responden tersebut. Pertanyaan dan hasil 

wawancara terlampir di lampiran. 

 

Lalu Peneliti juga melakukan wawancara kepada Sekretaris Desa 

Jatimulyo Bapak Sidik juga pada tanggal 18 April 2022, Informan ini 

dimaksudkan untuk melihat persepsi atau pendapat beliau mengenai 

kinerja Satpol PP dilihat dari sudut pandang pemerintah desa, sebab Pasar 

Jatimulyo tersebut berada di bawah naungan Pemerintah Desa. Pertanyaan 

dan hasil wawancara terlampir di lampiran. 

 

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2022 Peneliti melakukan wawancara 

kepada 2 informan yakni pedagang sekaligus warga masyarakat Pasar 

Jatimulyo untuk melihat persepsi dan tanggapan dari mereka mengenai 

kinerja yang telah dilakukan oleh Satpol PP Lampung Selatan, apakah 

memang mereka telah melakukan kunjungan dan memantau langsung 

Pasar Jatimulyo atau tidak. Untuk pertanyaan dan juga hasil wawancara 

terlampir di lampiran. 

 

c. Dokumentasi 

 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang 

merupakan data sekunder, berupa buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, arsip-arsip, surat 

kabar, jurnal, majalah, serta data tertulis lainnya yang mendukung 

penelitian. “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara” (Raco, 2018:65) Alasan peneliti menggunakan metode 
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pengumpulan data dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat 

dalam penelitian. 

 

Dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

sekunder dan teknik bantu dalam pengumpulan data. Dokumen yang 

didapatkan Peneliti dalam penelitian ini yakni Hasil Rekrutmen Satpol PP 

Lampung Selatan tahun 2021, Pelayanan Satpol PP di Pasar Jatimulyo, 

Sosialisasi Satpol PP Jati Agung Lampung Selatan, dan juga daftar hadir 

atau absensi kegiatan Satpol PP Lampung Selatan dokumentasi ini 

dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian yang berhubungan 

dengan kinerja Satpol PP Lampung Selatan.  

 
 

3.6  Teknik Pengolahan Data 

 

Tahap tahapan yang dilaksanakan setelah pengumpulan data adalah tahap 

pengolahan data (Miles dan Huberman, 2014). Pengolahan data dilakukan 

untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud adalah: 

 

a. Editing Data 

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang 

dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca konsisten dan 

lengkap. Pada tahap ini data yang tidak bernilai atau tidak relevan harus 

dipisahkan. Peneliti melakukan kegiatan wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang relevan. Data yang relevan dengan fokus penelitian 

akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik dan 

sesuai Pedoamn Umum Ejaan Bahsasa Indonesia (PUBEI). Data yang 

telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan 

data lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. 

 

Dalam proses editing data, Peneliti, mengolah data hasil kegiatan 

wawancara disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada pedoman 

wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan dalam penulisan. 
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Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang 

menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik. 

 

b. Interpretasi Data 

Interpretasi data adalah untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan 

tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data 

diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil 

penelitian. Penelitian memberikan penjabaran dari berbagai data yang 

dilewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan 

interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat 

narasi dan deskriptif.  

 

Pada proses ini, Peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara 

yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah 

memiliki makna dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti juga 

memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat 

merugikan banyak pihak. Hasil penulisan juga ditentukan agar relevan 

dengan hasil penelitian.  

 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk 

membantu peneliti mencapai kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari 

dan secara sistematis merangkum data yang diperoleh dari wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami 

dan temuannya dibagikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat 

induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. 

 

Menurut Miles dan Huberman (2014: 173), analisis data tertata dalam situs 

ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan 

jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala 

tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam 

analisis data tertata, pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang 
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mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen 

komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris 

matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal 

sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama 

jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu 

(Miles dan Huberman, 2014: 173-174). 

 

Kedua, Memasukkan Data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari 

perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. 

Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan 

wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai 

secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam 

format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian 

yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk 46 

digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti 

dokumenter(Miles dan Huberman, 2014:174). 

 

Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami 

lebih dalam  mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-

aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang 

mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya (Miles dan Huberman, 

2014:177). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari 

lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

 

Menurut Miles dan Huberman (2014:14-15), terdapat beberapa tahapan 

pengumpulan data, yaitu :  

 

a. Reduksi Data (data reduction) mereduksi data berarti merangkum, 

memilah hal – hal pokok, dicari tema dan polanya. Tahapan reduksi data 

yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan merangkum semua data 

yang telah diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal – hal yang 

penting untuk dicari tema dan polanya melalui kegiatan penajaman dan 
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penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan mentransformasi kata-

kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas dan 

penggolongan data dilakukan melalui pengelompokkan data sejenis dan 

mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian. Reduksi 

data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, 

sampai laporan akhir lengkap tersusun (Miles, Huberman dan Saldana, 

2014:14). 

 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil wawancara dengan 

informan yang berkompeten dan berkapasitas serta memahami betul 

tentang kegiatan, program yang ada pada Satuan Polisis Pamong Praja 

Kabupaten Lampung Selatan yang salah satunya adalah melakukan 

penertiban umum dan ketentraman kepada masyarakat. Data dari hasil 

wawancara kemudian dipilih dan dipilah agar dapat disajikan dengan 

dengan baik kemudian peneliti melakukan reduksi data kembali pada tahap 

pembahasan dan hasil. 

 

b. Penyajian data (data display) Setelah data direduksi, maka selanjutnya 

adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat. Pereduksian data yang dilakukan oleh peneliti, dengan melakukan 

penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang 

diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan 

memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat 

penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian. 

 

Penyajian data dalam penelitian ini, Peneliti akan menyajikan data yang 

diperoleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi sebelumnya. Adapun 

data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data yang 

berhubungan dengan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Lampung Selatan dalam melakukan Ketertiban umum dan 

ketentraman Pasar Jatimulyo Lampung Selatan. 
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c. Kesimpulan dan Verifikasi Proses selanjutnya penarikan kesimpulan 

sementara dari informasi yang didapat dari lapangan. Kesimpulan awal 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - 

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Selanjutnya peneliti melakukan verifikasi dari hasil penelitian. 

Bila kesimpulan sementara tersebut perlu mendapat data tambahan, maka 

dilakukan proses pengumpulan data kembali. Setelah selesai verifikasi 

maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.  

Penarikan kesimpulan, dalam pandangan (Miles, Huberman dan Saldana, 

2014:15), hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. 

Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakañ 

validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-citá yang 

menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan 

kegunaannya. 

 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peneliti mengumpulkan 

data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulannya. Peneliti mengolah 

data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk 

dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisis data dengan sebaik mungkin 

agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan. 

 

 

3.8 Teknik Validasi Data 

  

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan 

dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Penelitian 

ini menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi data. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu lain diluar data itu keperluan pengecekan atau 

sebagai bahan pembanding terhadap data itu. 



42 

 

 

 

Pada bagian ini Peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa sumber yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang 

didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat 

oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.  
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4.1 Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) 

  

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 

motto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian keputusan pemerintah 

daerah. Sebenarnya keputusan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak 

zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah 

proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil 

dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga 

Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah 

Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman 

dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini 

berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja . 

 

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 

1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap 

tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. 

 

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di 

luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan 

Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya 

untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam 

UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. 

 

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah 

Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang 
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Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, 

Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas 

dekonsentrasi. 

 

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan 

direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam 

Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat 

pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai 

pelaksanaan tugas desentralisasi. 

 

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan 

penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju 

perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi 

serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta 

dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, 

dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu 

tupoksinya. 

 

 

4.2 Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan 

  

Terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan adalah berdasarkan Undang-

undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tanggal 14 November sebagai 

daerah tingkat II yang pada awalnya masih bagian dari wilayah Provinsi 

Sumatera bagian selatan (Sumsel). Kemudian setelah terbit Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I Provinsi 

Lampung maka Kabupaten Lampung Selatan secara otomatis menjadi 

salah satu Kabupaten Daerah tingkat II dalam Wilayah Provinsi Lampung. 

Awalnya Lampung Selatan terdiri dari 4 kewedanan yaitu pertama 



45 

 

 

kewedanan Kota Agung meliputi Kecamatan Wonosobo, Kota Agung, 

Cukuh Balak. Kedua, kewedanan Pringsewu meliputi kecamatan 

Pagelaran, Pringsewu, Gading Rejo, Gedong Tataan dan Kedondong. 

Ketiga, Kewedanan Teluk Betung, Kecamatan Natar, Teluk Betung dan 

Padang Cermin. Keempat, kewedanaan Kalianda meliputi kecamatan 

Kalianda dan Penengahan. Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) tentang 

pemerintah Daerah mengatur bahwa Satpol-PP dibentuk untuk 

menegakkan PERDA dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum 

dan Ketentraman, serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.  

 

Sedangkan Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Damkar Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada awal 

terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dibentuk dalam 

organisasi sekretariat Daerah Kabupaten yaitu bagian ketertiban di bawah 

koordinasi Asisten I bidang pemerintahan. Kedudukan ini setara dengan 

lembaga eselon III, selama berjalannya Lembaga Satuan Polisi Pamong 

Praja akhirnya mengalami perubahan menjadi setara Eselon II pada tahun 

2012 dengan dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat). 

 

Adapun pimpinan yang pernah menjabat pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Lampung Selatan adalah: 

1. Drs. Adrie Latief     (1990-1994) 

2. Ali Basha       (1994-1995) 

3. Drs. A. Roni, MM     (1996-1997) 

4. Nasruddin,SH., MH.    (1997-1998) 

5. Taufikurrahman, SH., MM.   (1999-2003) 

6. Drs.Dahsyad A. Latief    (2003-2007) 

7. Drs. Hi. Gulivar, MM    (2008-2009) 

8. Drs. Hi. A Shomad MS.    (2010) 

9. Maturidi, SH.     (2010-2011) 
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10. Badruzzaman, S.Sos., MM   (2012-2013) 

11. Syukur Kersana, S.Sos.    (2013-2014) 

12. Suryadi, SE.,SH     (2014-2016) 

13. Maturidi, SH     (2016) 

14. Hermizi, SH     (2016-2017) 

15. Zulkarnain, S.Sos.     (2017) 

16. Maturidi, SH     (2017 delapan bulan) 

17. Anasrullah, S.Sos     (2018) 

18. Heri Bastian     (2018-sekarang) 

 

 

4.3 Dasar Hukum Pembentukan 

  

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dalam rangka membantu kepala 

daerah untuk penegakan Perda, Menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan 

Ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah pasal 255 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2016, Satuan Polisi 

Pamong Praja disatukan dengan Pemadam Kebakaran menjadi satu 

organisasi perangkat daerah setara dengan lembaga eselon II,hal ini 

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Untuk 

Pelaksanaan tugas fungsi satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar diatur 

dengan peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang rincian tugas 

Jabatan  Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. 

 

 

4.4 Visi, Misi, dan TUPOKSI 

  

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai Visi “Terwujudnya Kabupaten 

Lampung Selatan yang Sejahtera, berdaya saing, mandiri, dan berakhlak 

mulia” 
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 Misi Kabupaten Lampung Selatan: 

1. Membangun Infrastruktur untuk mempercepat kemajuan desa 

sesuai dengan tata ruang yang rapi. 

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan 

pendidikan dan kesehatan yang baik, terjangkau dan proaktif. 

3. Membangun perekonomian daerah dengan memperkuat ekonomi 

berbasis kerakyatan dan pedesaan yang berwawasan lingkungan 

dan berkelanjutan. 

4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan menjunjung 

tinggi hukum, demokratis dan memberdayakan perempuan 

berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. 

 

Secara garis besar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar mempunyai 

tugas fungsi sebagai berikut: 

1. Penegakan Perda 

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

3. Perlindungan Masyarakat 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain 

meliputi : 

a. Tugas Pokok 

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan dan 

Produk Hukum Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai 

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
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b. Fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi, yaitu : 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaran ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah; 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

ketentraman masyarakat di Daerah; 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan/atau aparatur lainnya; 

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah; dan 

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.  

 

 

4.5 Struktur Organisasi  

  

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Lampung Selatan 

tersusun dalam struktur organisasi sebagai berikut: 

1. Kepala Satuan yang membawahi 

2. Sekretariat 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta Penyuluhan 

b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan 
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4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

a. Seksi Operasional dan Pengendalian 

b. Seksi Kerjasama 

5. Bidang Perlindungan Masyarakat 

a. Seksi Linmas 

b. Seksi Sumber Daya Aparatur 

6. Bidang Pemadam Kebakaran 

a. Seksi Pemadam dan Penanggulangan Kebakaran 

b. Seksi Pencegahan Kebakaran 

 

 

4.6 Sarana Prasarana 

 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Damkar mempunyai sarana dan prasarana berupa gedung Kantor Satuan. 

Pos Damkar dan Armada kendaraan roda dua dan roda empat. Kendaraan 

roda dua ada 7 buah dan roda empat ada 12 (7 Damkar, 2 Dalmas, dan 3 

Polri). 

 

 

4.7 Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar 

 

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Lampung 

Selatan tersebar di Kantor satuan dan 17 Kecamatan, 4 Kelurahan. Jumlah 

seluruh anggota 539 orang dan sebaran tempat tugas sebagai berikut: 

1. Jumlah THLS 436 Orang 

Jumlah ASN 103 Orang 

2. Anggota Pol PP di Kecamatan sebagai berikut: 

a. Natar 11 anggota 

b. Tanjung Bintang 10 Anggota 

c. Kalianda 4 Anggota 

d. Palas 8 anggota 

e. Sidomulyo 4 anggota 

f. Katibung 10 anggota 

g. Pencegahan 10 anggota 
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h. Jati Agung 11 anggota 

i. Ketapang 9 anggota 

j. Sragi 4 anggota 

k. Rajabasa 6 anggota 

l. Candipuro 7 anggota 

m. Merbau Mataram 8 anggota 

n. Tanjung Sari 2 anggota 

o. Way Sulan 5 anggota 

p. Way Panji 4 anggota 

q. Bakauheni 7 anggota 

r. Bumi Agung 8 anggota 

s. Way Lubuk 6 anggota 

t. Kalianda 7 anggota 

u. Way Urang 7 anggota 

3. Anggota Petugas Damkar 44 orang 

4. Anggota Pengamanan Objek Vital 183 orang 

5. Anggota PTI 11 orang 

6. Anggota Intel dan anggota Pamtup 28 orang 

7. Staf 108 orang 

8. Pejabat Struktural 17 orang. 

 

Berikut ini Tabel Jumlah Komposisi Penugasan Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan: 

 

Tabel 5. Komposisi Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan 

 
No Bidang Tugas Jumlah 

1 2 3 

1. Pejabat Struktural 17 

2. BKO Kecamatan/Kelurahan 148 

3. Pengamanan Objek Vital/Aset 183 

4. Petugas Damkar 44 
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5. PTI 11 

6. Pamtup/Intel 28 

7. Staf 108 

 Jumlah 539 

Sumber: Dokumen Satpol PP Lampung Selatan 

 

4.8  Sejarah Singkat Pasar Jatimulyo Lampung Selatan 

 

Pasar Jatimulyo adalah pasar yang  terletak di kecamatan Jati Agung 

Lampung Selatan pasar ini merupakan salah satu pasar yang tak pernah 

sepi dari pengunjung. Karena pasar ini tempat berkumpulnya para 

pedagang dari luar kota dengan pembeli yang mayoritas berasal dari 

natar,tanjung bintang dan metro, pasar ini mulai pada pukul 05.00-09.00 

dan ramai pada pukul 17.00-22.00 yang akan mengakibatkan kemacetan. 

 

Umumnya yang di jual di pasar Jatimulyo adalah sayur sayuran seperti  

sawi,kubis,.Selain sayuran pasar jatimulyo juga menyediakan rempah 

rempah dapur seperti cabai,tomat,bawang putih dan bawang merah. 

Pasokan sayuran dan rempah rempah biasa di datangkan dari Metro 

Kibang,Margototo,dan daerah sekitarnya seperti karang anyar dan tanjung 

bintang,pasar ini beraktivitas setiap hari 

 

Menurut salah satu pedagang bahwa pasar ini dulunya hanyalah 

kesepakatan antara pedagang dari tanjung bintang dan pasar tugu,p anjang 

kesepakatan ini saling di setujui karena sama sama dekat. Berjalanya 

waktu pasar jatimulyo terus berkembang dan mmbesar hingga dapat 

menunjang kebutuhan masyarakat sekitar yang menjual dan berjualan di 

pasar dan juga salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli.   

Sumber:https://www.kompasiana.com/dwiwicaksono/5d8f665f0d8230372

61a25b2/pasar-jatimulyo-pasar-daerah-yang-mampu-menunjang-

perekonomian-petani-kecil 
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Pasar Jatimulyo merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di 

Lampung, namun dalam hal kondisi tempat yang di pinggir jalan dan 

sarana prasarananya yang sudah tidak memadai lagi. Permasalahan lain 

yang ada adalah jumlah pedagang sudah melebihi daya tampung Pasar 

Jatimulyo serta lahan parkir yang tidak ada membuat kemacetan di Pasar 

Jatimulyo, yang dapat dilihat dengan banyaknya pedagang yang 

menempati dasaran terbuka dan membuka dagangannya di pinggir jalan 

menambah kesemrawutan kondisi Pasar Jatimulyo. Berdasarkan hasil 

pengamatan langsung penulis di lokasi Pasar Jatimulyo pada Rabu 16 

Februari dan, Kamis 17 Februari 2022 didapatkan data jumlah pedagang 

sekitar 243 pedagang yang tersebar di sepanjang tepi jalan dan Pasar 

Jatimulyo, yang mana terdiri dari pedagang grosir/toko dan pedagang 

lapak. Hal ini menjadikan kondisi pasar sangat memprihatinkan dan tata 

kelola pasar yang semrawut haruslah menjadi perhatian pemerintah 

Lampung Selatan. (Pra survey dengan Bapak Agus selaku pengelola pasar 

Jatimulyo). 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

6.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Lampung Selatan dalam Melakukan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Pasar Tradisional (Studi di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung 

Lampung Selatan), maka kesimpulannya bahwa, empat (4) indikator telah 

tercapai dengan tepat yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, 

Responsivitas dan Responsibilitas. Kemudian satu (1) indikator belum 

tercapai dengan tepat yakni Akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut maka 

kesimpulannya bahwa Kinerja Satpol PP Lampung Selatan dalam 

ketertiban dan ketentraman Pasar tradisional di Pasar Jatimulyo telah 

tercapai. 

 

 

6.2 Saran 

  

Saat ini indikator yang tidak terlaksana dengan tepat adalah indikator 

akuntabilitas, oleh karena itu agar dikemudian hari indikator tersebut dapat 

terlaksana dengan tepat maka Peneliti memberikan saran sebagai bahan 

masukan kepada Satuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Lampung 

Selatan yaitu: 

 

1. Pembagian Shift kerja belum tepat, karena masih membagi dua ship 

yakni pada pukul 07.00-15.00 dan 15.00-23.00, disarankan untuk 

membagi jam kerja menjadi tiga ship pada pukul 07.00-15.00, 15.00-

23.00 dan 23.00-06.00 WIB 
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2. Melaksanakan tugas sosialisasi dan penyuluhan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan dan meningkatkan jumlahnya pelaksanaannya.  

3. Meningkatkan kedisiplinan anggota Satpol PP di lapangan dalam 

pelaksanaan tugas dan pengawasan di Pasar Jatimulyo. 
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